- SALINAN

BUPATI KARANGANYAR =
'PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 92 TAHUN 2019

: | TENTANG . - ' S

) KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

| | ( | SEKRETARIA’I‘ DAERAH |

o

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
| ':BUPA"I"fI MMNGAWAR,

Menimbang‘: bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Peraturan .
. Menteri Dalam Negéri Nomor 56 Tahun 2019 tentang -
Pedoman - Nomenklatur: dan Unit Kerja Sekretariat .
. Daerah Provmsa dan Kabupaten/ Kota perlu menetapkan ’
= ‘; Peraturan Bupat1 tentang Kedudukan Susunan .
Orgamsa&, Tugas :dan_ Fungsi sgzrta Tata Kerja -
o o Sekretanat Daerah .

- Méngiﬁgiitj SEEE N Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang“

[ ' Pembentukan _Daerah-daerah Kabupaten Dalam.”
: ngkungan Prov1n31 Jawa Tengah ‘ . : »

2. Undang-Undang Nomor . 5 - Tahun 2014 tentang' :

VAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesxa Tahun 20 14 Nomor : 6, Tambahan '

. Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5494), :

3. Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang:
B Pemerintahan Daerah’ (Lembaran Negara Repubhk .

Indones1a Tahun 2014 ‘Nomor - 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor 5587)

sebagmmana telah beberapa kali diubah terakhlr.
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 .

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang’
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015:

Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk

Indonesm Nomor 56'79) -



| Menetap‘kan’v

' 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan -
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan ‘Peraturan
Pemerintah Nombr 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran .
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 6402); ‘ -

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun

2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
(Benta Negara Repubhk Indonesia - Tahun 2019 ‘
Nomor 970); ' ' ' '

. - Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten  Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 16). |

 MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH. -

BABI:
- KETENTUAN UMUM

Pasal 1 B

Dalam Peraturan Bupati ini yang diméksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemermtahan yang men_;adl

: kewenangan Daerah Otonom. -



3. Bupatl adalah Bupau Karanganyar ,
4. Sekretaris  Daerah adalah Sekretans Daerah
Kabupaten Karanganyar. o
S. Sekretariat Daerah adalah Sekretanat Daerah
~ Kabupaten Karanganyar. |
6. Jabatan Fungsional adalah ‘sekelompok jabatan yang
berisi fung51 dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsxonal yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampllan tertentu. ‘ '
7. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah.
BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah.
9. UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang dan .
Jasa ' : ’ '

' 9°

BABNI :
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI ;

Pasal 2 . ‘
(1) Sekretariat ~Daerah merupakari unsur - staf
) penyelenggaraan pememntahan Daerah. ,
- (2) Sekretanat Daerah di pimpin oleh Sekretaris Daerah
~ yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab |
~ kepada Bupat1 ’ C

- ‘ Pasal3 ,
- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah; ) » ,
b. Asisten Pemenntahan dan Kesejahteraan Rakyat _
terdln dari : , :
1. Bag1an Pemermtahan, terdiri dari : .
a) Subbaglan Adrmmstram Pemerintahan;
b) Subbagian Administrasi Kewﬂayahan dan
" Kerja Sama; dan :
- ¢) Subbagian Otonomi Daerah .
2 Baglan Kesejahteraan Rakyat terdiri dan :
"a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
c) Subb‘agian Kesejah_tcraan Masyarakat.



3. Bagian Hukum, terdiri dari : A
" a) Subbagian Perundang-undangan
- b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
' ¢) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri
dari : o : |
1. Bagian Perekonomlan dan Sumber Daya Alam, -

© terdiri dari : i ‘ B
a) Subbagian Pembmaan BUMD dan BLUD
'b) Subbaglan Perekonomian; dan
- ¢} Subbagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdm dan
~ a) Subbagian Penyusunan Program,;
~b) Subbagian Pengendahan Program; dan -
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. |
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
a) Subbaglan Pengelolaan Pcngadaan Barang
dan Jasa; v .
b} Subbagian Pcngelolaan Pengadaan Secara
Elektronik; dan |
c) Subbaglan Pembmaan | dan Advoka81
Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum terdiri dan

1. Bagian Umum, terdiridari:
a) Subbaglan Tata Usaha Punpman Staf Ahli
. dan Kepegawaian; ,
" b) Subbagian Keuangan; dan o :
- ¢) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

- 2. Bagian Organisasi; dan :
~a) Subbag1an Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
N b) Subbaglan Pelayanan Publik dan Tata
- Laksana; dan v

c) Subbaglan Kinerja dan Reforma31 B1rokra51
3. Bagian Protokol dan Komumkam lepman,
“terdiri dari : - :
a) Subbagian Protokol; dan
'b) Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi
- Pimpinan
~e. Kelompok Jabatan Fungsional.



,

(2) Bagan Susuna_n Orgamsasx Sekrétanat Dae‘rah‘
sebagalmana terlampu' dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

 Bagian Kesatu
S_ekretaris' Daerah

- Pasal 4 . :

Sekretarls Daerah mempunyau tugas membantu Bupat1 ,

‘dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordmas1an

| administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat
- Daerah serta pelayanan administratif. |

Pasal S
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
. dalam Pasal 4, Sekretans Daerah mempunya1 fung31
a pengoordmasmn penyusunan kebijakan Daerah;
b, pcmbmaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebl_]akan ,
Daerah; ‘ o .
" c. pengoordinasian pclaksanaan tugas Perangkat Daerah
“d. pemantauan, evaluasi pelaksanaan‘kebxj akan Daerah;
e. peiayanan' administratif dan pembinaan aparatur sipil
Negara; dan : | '
f. pelaksanaan tugas lam yang dlbenkan Bupau sesua1 ,

dengan tugas dan fungsinya.

Baglan Kedua -
Asisten Pemermtahan dan Kesejahteraan Rakyat
' . Paragraf 1 ' -

Umum

Pasal 6
(1) Asxsten Pemenntahan dan- Kesejahteraan Rakyat
sebagaimana d1maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
" merupakan unsur pembantu Sekretaris Daerah.,



'(2) A51sten Pemenntahan dan Kcsejahteraan Rakyat
' dlplmpm oleh As1sten, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

. Pasal 7
Asisten = Pemerintahan dan Kesejvahtcraan Rakyat
mempunyai tugas membantu Sekretaris' Daerah dalam
~ penyusunan kebijakan Daerah di bidang‘pemerintahan
dan hukum, dan pengoord1nas1an penyusunan kebuakan
. Daerah di btdang kesejahteraan rakyat.

~ Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud

~ dalam Pasal 7, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat mempunyai fung51 » S |

a. penyusunan kebuakan ~ Daerah di bidang
pemerintahan dan hukum, f - . |

 b. pengoordinasian penyusunan kebgakan Daerah di
bidang kesejahteraan rakyat; ‘

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bldang pemermtahan hukum, dan
kesejahteraan rakyat . -

._ d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah di bidang pemermtahan dan hukum; |

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebuakan '
Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan - faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang kesejahteraan rakyat; |

- f. penyiapan pelaksanaan pembmaan admm1stras1
pemenntahan dan pembangunan serta sumber daya
aparatur di bldang pemerintahan, hukum, dan
-kesejahteraan rakyat; dan

g. pelaksaaan fungs1 lain yang dlbcnkan oleh Sekrctans
Daerah di bidang pemenntahan, hukum, dan
kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan

tugasnya.



Pasal 9

(1) A31sten Pemerlntahan dan Kese_]ahteraan Ra_kyat

- ﬁ sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (1)’ terdm o
| dan v  _ | »
a Bagian Pemerintaban;
b Baglan Kesejahteraan Rak}’at dan o

c. Baglan Hukum

(2] Bag1an : Sebag&umana dlmaksud Pada , ayat (1),*_" -

o d1p1mp1n oIeh Kepala Baglan yang berada di bawahv;‘:‘ S

dan bertanggung Jawab kepada A31sten Pemenntahan =

dan Kese_]ahteraan Rakyat
N Paragraf 2 o
Kepala Bagla.n Pemenntahan o

Pasal 10

" .(1) Bag1an Pemermtahan sebagalmana dxmaksud dalam. .

' Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan unsur pembanm:-_v,.,v

. A51sten

B (2) Bagian Pemermtahan dlplmpln oleh Kepala Baglan'_".-v?:"'

Pemenntahan, bcrada d1 bawah dan bertanggung R

Jawab ' kepada A51sten Pemenntahan : dan o

KeseJahteraan Rakyat : o R

Pasal 11

Kepala Baglan Pemermtahan - mempunyai tugas

" melaksanakan penylapan perumusan kebljakan Daerah o

vi:‘:,"pengoordmasmn | perumusan ' kebljakan Daerah .

:'_vpengoordmasxan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

pemantauan ~dan evalua31 pelaksanaan kebl_]akan, RO

o Daerah pelaksanaan pemblnaan admlmstras1 di bldangv o

o .'admlnlstra81 Pemerlntahan, admlmstram kewﬂayahan E

: l ;._"dan ker_]a sama dan otonoml Daerah

Pasal 12

- ;Dalam melaksanakan tugas sebaga.lmana dlmaksud’

B “dalam Pasal 1 1 Kepala Baglan Pemerlntahan mempunyal "'

S fungs1




a. penyiapan bahan  pengoordinasian perumusan
. kebijakan ~ Daerah  di  bidang  administrasi
pemenntahan, adm1n1stras1 kerlayahan dan kelja
sama dan otonomi Daerah;
~b. penyiapan bahan pengoordinasian  pelaksanaan
: tugas Perangkat Daerah' di bidang administrasi
pemermtahan admm1stras1 kewxlayahan dan keqa -
sama dan otonomi Daerah ' |
C. penylapan bahan pemantauan - dan evaluasn
- pelaksanaan kebl_]akan Daerah di bidang admlnlstra51

pemenntahan administrasi kewilayahan  dan ker_]a- o

sama dan otonomi Daerah ,
- d. penyiapan * bahan pelaksanaan - pembinaan

administrasi di bidang admmlstrasx pemerintahan, .

administrési kewxlayahan dan kelja sama_ dan
otonomi Daerah;dan ,
e pelaksanaan fung31 lain yang diberikan oleh A31sten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang
. berkaxtan dengan tugasnya

| | o ~ Pasal 13 .
(1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
| Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
b. Sub Bagian Administrasi 'Kewilayahan-dan Kerja
” Samé; dan | "
- ¢. Sub Bagian Otonomi Daerah.
(2) Sub Bagian sebagam‘lana dimaksud pada ayat (1),

dlplmpm oleh Kepala Sub Baglan yang berada di

bawah . dan bertanggung Jawab kepada Kepala
Baglan o

Pasal 14 ) .
Kepala Sub Bagian Admmxstram - Pemerintahan

~ scbagalmana dlmaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a -
mempunya1 tugas : '
~a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebljakan Daerah

bldang admlmstrasx pemenntahan, ,




o b “menylapkan bahan perumusan kebuakan Daerahfvf R

dlbldang adm1n1stra81 pemermtahan, B B

B c menylapkan bahan pengoordmaman pelaksanaan .

- .f:',tugas d1 b1dang kependudukan dan pencatatan s1p11 -

‘kesatuan bangsa dan pol1t1k dalam negen,v?

O ketentraman, ketertlban umum dan perhndungan‘v-“, SR

¥ masyarakat dan

- ~:d;:',menY1apkan ' bahan pemantauan ’ dan evélliasi‘:_ RS

o | pelaksanaan kebljakan Daerah bldang adm1nlstra31 3 .

FE 'pemermtahan

Pasal 15

L '}:?‘Kepala Sub Bag1an Admlnlstra31 Kewﬂayahan dan Kelja
’_f'Sama sebagalmana d1maksud dalam Pasal 13 ayat (1)

L f.:'_'ghuruf b mempunyal tugas

al melaksanakan fa81llta31 ; dan koordmas;]

,,-_.;pcmbentukan penghapusan penggabungan dan

pemekaran w11ayah kecamatan dan / atau kelurahan o

'"‘}-kecamatan kelurahan, vserta nama lam dan/atau

pemmdahan 1bukota kecamatan, e e

L ~’vc.ﬂv.-’me1aksanakan fasﬂ1ta31 topon1m1 dan pemetaan : o

o | w11ayah

 'f’frd‘.;vmenylapkan bahan penetapan kode dan data"-»::.:’_-';'-l'

o v'.,‘.-kewﬂayahan

B e ':_’rnenyusun bahan kebuakan pehmpahan sebaglan‘ff‘f

B kewenangan Bupat1 kepada Camat

o ‘v o menyusun bahan _ kebgakan pengelolaan dana}’:vfj'_

L kelurahan

g menylapkan bahan pelaksanaan perumusan_“l” L

. o kebljakan di bldang kexja sama dalam negerl L
~'h. ;.melaksanakan pengolahan data ker]a sama Daerah..

© dalam negen

i :‘vmelaksanakan pengendahan dan perumusan data“t..zi

SR ,,‘fhasﬂ kelja sama Daerah dalam negen, Co o

o j- f.'»melaksanakan fasﬂltasx forum dan : asoéiasi‘
o ’;fPemermtah Daerah RS S S




- k melaksanaan pemblnaan dan pengawasan kerja?_f‘_;
o sama Daerah dalam negeri yang dllakukan olehtz'::
Perangka Daerah d1 hngkungan pemerlntah_-". e

kabupaten/ kota, dan R

- . 1.:‘ elaksanaan penyusunan laporan has11 pe]aksanaan’ “:f

ker]a sama Daerah dalam negerldan :

s . m. melaksanakan pemantauan ~dan evaluasr e

pelaksanaan kebljakan Daerah bldang admlmstrasr;: DRI

- - .} kew1layahan

Pasal 16

.Kepala Sub Bag1an Otononn Daerah sebaga.lmana
dlmaksud dalarn Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyal

7 tugas

Cas menyusun - bahan Laporan Péhjvfel‘engga‘raén: T

o Pemerlntahan (Laporan Penyelenggaraan S .

Pernermtahan Daerah/ LPPD Laporan Keterangan,_-_. ST

kS Pertanggung]awaban Bupat1/  LKPJ, Laporan R

o : "Keterangan Pertanggunglawaban Bupat1 Akh1r Masa o

Jabatan/ LKPJ AMJ Evalua81 Penyelenggaraan‘

~ Pemerintahan ~ Daerah/  EKPPD, Laporan

| Penyelenggaraan Pcmermtahan Daerah/ ILPPD
S Laporan Pelaksanaan 'I‘ugas/ LP'I‘ o

" b melaksa.nakan fa3111ta31 penyusunan Standarﬁ’; —

Pelayanah Mm1ma1 (SPM) Organlsa31 Perangkat::.

: *_YDaerah

- v-"c.’.-v'melaksanakan fas1htas1 dan koordlnas1 proses

o )pengusulan pengangkatan dan pemberhenhan' -

o _ Bupati dan Wakﬂ Bupat1

: d. _memfasﬂltas1 pengusulan Izm dan Cut1 Bupatl dan (R

Wak11 Bupatl, [T

R ".",”’é."i’v.menyusun bahan Laporan Akhlr Masa Jabatan",:f -

- -,_.r.a;-if.‘(AMJ) B“patl

f melaksanakan fa31hta51 dan koord1nas1 per31apan'_; o

B s ,_‘dan pelaksanaan Pemlllhan Umum, DR .
O g _v‘melaksanakan fasﬂ1ta31 dan koordma31 proses
“admlmstraSI pergantlan antar waktu plmpman dan”
I anggota legxslauf e : |



- n ,,melaksanakan pemantauan ~ dan - evaluasi

o _,pelaksanaan kebljakan Daerah bldang otonom1 N

R s:vDaerah

1 melaksanakan pengolahan data ker_]a sama Daerah”f{~ SR

J melaksanakan pengendahan dan perumusan data":} o

I hasﬂ kerja sama Daerah dalam negeri; '

k. ’melaksanakan fa3111ta31 - forum dan asosiasi

| : Pemenntah Daerah

; L j}melaksanaan pembmaan dan pengawasan kcxja" S

. sama Daerah dalam negen yang dllakukan oleh :

‘},Perangkat Daerah d1 llngkungan» Pemerlntahvj L

e ,Daerah dan

mmelaksanaan penyusunan laporan hasﬂ_-

e pelaksanaan ker_]a sama Daerah dalam negen R

R Paragraf3 o
s Kepala Bag1an Kesejateraan Rakyat

Pasal 17

(1) Bagxan Kesejahtcraan Rakyat sebagmmana dlmaksud' e

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan unsur’

pembantuA31sten Do e T
(2) Baglan Kese_]ahteraan Rakyat dlplmpm oleh Kepala .

Baglan Kese_]ahteraan Rakyat berada di bawah dan'

bertanggung Jawab kepada Asxsten Pemenntahan dan o |

Kese_]atcraan Rakyat o e
B Pasal 18 L

| - Kepala Baglan Kesejahteraan Rakyat mempunya1 tugasf o

R melaksanakan ~penyiapan pcngoordmasmn perumusan ; :
R kcbl_]akan Daerah pengoordlnasmn pelaksanaan tugas
A Perangkat - Daerah pemantauan “dan  evaluasi SR
o ,"pelaksanaan kebljakan Dacrah di bldang keagamaan R

- kesejahteraan sosml dan kese_]ahteraan masyarakat

| AP _:' Pasal 19 AT |

| f."Dalam mclaksanakan tugas sebagalmana dnnaksud_

o dalam - Pasal 18, Kepala Baglan Kesejahteraan Rakyat
3 mempunya1 fung31 o :



. penylapan bahan pengoordma31an perumusan ‘ R
kebljakan Daerah bldang keagamaan,';-" S

kesejahteraan 3031a1 dan keseJahteraan masyarakat

.'penylapan bahan pengoordmasmn pelaksanaan tugas:' I
‘Perangkat ‘Daerah  di - bidang - keagamaan,f: PR
' kesejahteraan sos1a1 dan kese_]ahteraan masyarakat I
.ﬂvpenylapan bahan Pemantauan dan evaluas1 L SH
'pelaksanaan kebuakan Daerah terkalt pencapalan S
j’tujuan kebl_]akan, dampak yang tidak d11ng1nkan, dan cos
faktor yang .mempengaruh1 pencapalan tu_]uan""” |
_,vkcb1_]akan di bldang keagamaan, kesejahteraan 8081a1j‘:-. :

‘dan kese_]ahteraan masyarakat dan , o '
.pclaksanaan fung31 lain yang dlbcnkan oleh A31sten’-_"‘ |
: 'Pemermtahan dan Kesejahteraan Rakyat yang‘ . o

_ berkaltan dengan tugasnya

Pasal 20

(1) Baglan KeseJahteraan Rakyat sebagalmana dlmaksud
i _dalam Pasal 17 ayat (1) terdln dan o ' -

E a. Sub Baglan B1na Mental Spmtual

ke }:” ‘b Sub Baglan Kesejahteraan 8031a1 dan

o c. Sub Baglan Kesejahteraan Masyarakat

(2) Sub Baglan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

d1p1mp1n oleh Kepala Sub Baglan, yang berada d1
bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Baglan

Pasal 2 1

Kepala Sub Baglan Bma Mental Sp1r1tual sebagatmana' |

© tugas:

dlmaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunya1

o o pendldlkan agama dan pend1d1kan keagamaan, ’} B SR
b

’ berhubungan dengan sarana per1badatan,' sarana

' Vpendldlkan agama dan pend1d1kan keagamaan, S ‘
. ,f’meny1apkan bahan koordma51 dengan 1nstan31 terkalt

o jdalam rangka pengembangan sarana perlbadatan

‘sarana pendldlkan .:: agama . dan' pendldlkan .

_‘keagarnaan, T

menylapkan data tentang sarana perlbadatan, sarana"“f o

menylapkan bahan perumusan kebl_]akan yang L



I menylapkan bahan penyusunan petun_,ukv_ S

"vv'pelaksanaan d1 bldang sarana penbadatan sarana‘

A pendldlkan agama dan pcnd1d1kan keagamaan, MR
’ menylapkan bahan pertlmbangan pemberlan bantuan

) :.'{'-udl b1dang sarana perlbadatan, sarana pendldlkanv"v_ _

o ‘»agama dan pendldlkan keagamaan,

menylapkan o bahan, v mcngoordma&kan 3 dan o B

B melakukan perumusan kebuakan Daerah b1dang_:f” B

'-"Iembaga dan kerukunan keagamaan

f:f'menylapkan dan mengoordmamkan bahan pedoman IR

pemblnaan lembaga keagamaan dan kerukunan* L

' umat beragarna '

’.~’melakukan pemblhaan fas111tas1 dan pengembangan’ o

o kerukunan umat beragama

;'.__}_menylap kan - bahan Pengolbahan data saran

F@‘pertlmbangan serta koord1naS1 keglatan dan_*kv

Lo "penyusunan laporan program pembmaan umat

beragama dan kexja sama antar lembaga keagamaan U B

j. melakukan koord1nas1 lmtas | sektor f-danx L
. i- }pertemuan/ rapat-rapat koordma& ~di  bidang " o
v,‘ikerukunan umat. beragama dan serta kexja sama'f: ‘v

. ~ antar lembaga keagamaan, RO

'“memfasﬂlta& ‘dan - mengoordmasﬂ{an pelaksanaan SR

- :,jkeg1atan kerukunan umat beragama dan ahran serta L

S kerja sama antar lembaga keagamaan

rnemfasﬂltam “dan mengoordmamkan keglatan R

musyawarah antar umat beragama dan ahran o

z kepercayaan, »

s menylapkan bahan dan mengoordmamkan keglatan"f’;"f

- forum kerukunan umat beragama dan konsultasif“z»}':"A._ -

. -_,‘»’;,kerukunan h1dup antar umat beragama dan ahran

“kepercayaan, [ A R

. melakukan - koordmas1 kerja sama soswl

kemasyarakatan dan konsulta81 penanggulangan )
"secara dini. masalah dan kasus kerukunan hldup o

' ,antar umat beragama dan ahran kepercayaan

'v.{,melakukan evalua31 pelaksanaan ' kegiatan

’ kerukunan umat beragama dan ahran kepercayaan ‘,



‘p menylapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan A

evaluas1 keleakan Daerah b1dang lembaga danﬁ' o

kerukunan keagamaan

| Pasal 22

v"'Kepala Sub Baglan Kese_]ahteraan 8031a1 sebagalmana'f: .

o : dlmaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyalﬂb ‘. T

- tugas

‘a meny1apkan bahan pengoordmasmn perumusan o

g ‘kebl_]akan pemenntah Daerah d1 bldang sosw.l -

o 'transrmgram kesehatan pemberdayaan perempuan,v;f o

. perhndungan anak pengendahan penduduk dan_

N , ’ keluarga bercncana

- b menylapkan bahan Pengoordlna31an Pelaksanaan}ﬂ B

';, .f‘_jkebljakan pernermtah Daerah d1 b1dang soma]

e transmlgram, kesehatan pcmberdayaan perernpuan o

perllndungan anak pengendahan penduduk dan

- .keluarga berencana, ;;,f o

c rnenYlf:lpkan bahan monitofing, , eValuas1 dan' R

Pelaporan pclaksanaan kebljakan pemermtah Daerah

o d bldang somal transm1gras1, © kesehatan,

- pemberdayaan perempuan, ; perhndungan | anak _—

| pengendahan pendudukdan keluarga berencana

o d menylapkan bahan o pelayanan admmlstram L

. 'penyelenggaraan urusan Pemermtahan bldang sosxal TR

o transm1gra51, kesehatan, pemberdayaan perempuan,g"_,":.-

o perlmdungan anak pengendahan penduduk dan EE,

o keluarga berencana ”

S e, melaksanakan pengoordxna51an ‘) pengmman”:i'

fff; transmlgran dan Daerah asal ke trans1to Kabupaten,“".' .

S Prov1n31 dan Ioka31 transmlgraSI

f men)ﬂapkan bahan fasxhtam pembenan hlbah dan

bantuan sos:al kepada Badan/Lembaga, Ormas e

S kelompok masyarakat dan 1nd1v1du atau keluarga,.."b»




| 8 meny1apkan bahan pembmaan, , monitdring dan
“evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial
kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok

masyarakat dan individu atau keluarga.

Pasal 23 |
Kepala Sub  Bagian Kesejahteraan ~ Masyarakat
- _sebagalmana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf ¢

g mernpunyax tugas :

R oa menylapkan bahan pengoordmasxan perumusan

kebgakan pemcrmtah Daerah di bidang pendldlkan
kepemudaan dan olahraga, dan bidang kebudayaan;

b menylapkan bahan pengoordmasmn pelaksanaan |
| kebijakan pemenntah Daerah di bidang pend1d1kan ‘
kepemudaan dan olahraga, dan bldang kebudayaan; |
| <. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan -
bantuan sosial kegiatan keseJahteraan masyarakat

- d. menyiapkan bahan momtorxng, v evaluasn dan

- pelaporan pelaksanaan kebijakan p'emcrintah'Daerah o

di bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan
olahraga, dan bidang kebudayaan; dan ‘,

" e. menyiapkan = bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pendldlkan bidang kepemudaan dan olahraga, dan
bldang kebudayaan '

v Paragraf 4 |
i Kepala Bagian Hukum

: v Pasal 24
(1) Baglan Hukum sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9
~ ayat (1) huruf ¢ merupakan unsur pembantu Asisten.
, (2) Baglan Hukum dipimpin oleh Kepala Baglan_Hukum,
berada‘l'i di bawah dan beftangguhg jawab kepada "
~ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. |



Pasal 25

Kepala Baglan Hukum rnempunyal tugas melaksanakan | N

. ,penympan perumusan kebljakan | Daerah .

o pengoordlnasnan o ‘perumusan kebljakan Daerah’

o ‘V-f‘pengoordmasnan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah o

pelaksanaan pemantauan ‘dan evalua81 d1 bldang SR

Iperundang—undangan, R bantuan v. hukum , scrta’ " s

= dokumentas1 dan 1nforma51

Pasal 26

- ":‘vv.‘Dalam melaksanakan ‘tugas - sebagalmana d1maksud o

'_v‘f-,dalam Pasal 25 Kepala Baglan Hukum mempunyal' -

,‘a penylapan bahan perumusan kebl_]akan Daerah dlj,v

b1dang perundang—undangan, bantuan hukum serta o

dokumenta31 dan 1nformas1

- : b. penylapa.n bahan pengoord1nas1an perumusan'“ SRR

kebljakan Daerah d1 bldang perundang—undangan .

bantuan hukum serta dokumentaS1 dan informasi; A

o : "c penylapan bahan pengoordmaSIan pelaksanaan tugas

| Perangkat Daerah di di- b1dang perundang—undangan, .

bantuan hukum serta dokumenta81 dan 1nforma31 e

. d penylapan bahan pelaksanaan pemantauan dan o

evalua81 d1 bldang perundang-undangan, bantuan o
hukum serta dokumenta31 dan 1nformas1, dan v _
v'e pelaksanaan fung31 lam yang dlbenkan oleh A51sten

Pemermtahan dan Kesejahteraan _ Rakyat yang‘;:‘_‘
| berkaltan dengan tugasnya T -

. o Pasa127 v SR L
(1) Baglan Hukum sebagalmana dlmaksud dalam Pasal
24 ayat (1) terdm dan ‘ - IR
al Sub Baglan Perundang-undangan, ,
b Sub Baglan Bantuan Hukum, dan
c Sub Baglan Dokumentas1 dan Informam

(2) Sub Bag1an sebagaxmana d1maksud pada ayat (1),

d1p1mp1n oleh Kepala Sub Baglan yang berada di

bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Baglan



| |  Pasal 28
Kepala Sub Bagian Pefundang—undangan sebagajmana
" dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas : - |
a. menyiapkan - bahan penyusunan produk', hukum
Daerah; ‘ _ |
b. melaksanakan harmomsa31 dan s1nkromsa51 produk
- hukum Daerah ‘ '_
c. menyiapkan bahan penjelasan Bupati ‘dalam proses
penetapan Peraturan Daerah; . o
d. menylapkan bahan anahsa dan ka_uan produk hukum
- Daerah; "
e. melaksanakan ,‘pembinaan ~ penyusunan produk -
hukum Daerah; | D | |
f. menylapkan bahan admlnlstra81 pengundangan dan
autentifikasi produk hukum Daerah; dan
g. melaksanakan pemantauan dan evalua51 pelaksanaan
| produk hukum Daerah.

‘ Pasal 29 | ,

Kepala 'Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana

dnnaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyal

tugas ‘ v

a. melaksanakan koordinasi perrnasalahan hukum |
~dalam penyelenggaraan pemenntahan Daerah; '

b. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsulta31
hukum dan pertlmbangan hukum serta perhndungan
hukum _bag1 unsur pemerintah Daerah dalam |
sengketa hukum baik di dalam maupun di luar
pengadllan, ‘ v | 4

c. melaksanakan koordmam dan fasilitasi kerjasama
‘dalam penanganan perkara hukum,

d. melaksanakan koordinasi dan evaluasi. pencgakan
dan perlmdungan Hak Asa31 Manusia (HAM);

€. menyxapkan bahan pcnyusunan pendapat hukum

(legal opinion); dan




: f melaksanakan evaluas1 dan pelaporan terhadap hasil

penanganan perkara sengketa hukum.

Pasal 30

Kepala Sub Bagian ‘Dokumentasi dan Informasi
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) “huruf ¢
mempunyal tugas :

a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentam produk
hukum Daerah dan peraturan perundang—undangan
lalnnya » _ , . ’ |

b menghlmpun serta mengolah ‘data dan 1nforma51
sebaga1 bahan dalam rangka pembentukan kebgakan
Daerah;

c. melaksanakan pengelolaan Janngan dokumcntasx dan
informasi hukum; ' o

d. memberikan pelayanan adrmmstraSI 1nforma81 produk
hukum, ‘

e. melaksanakan 3031alxsa31, penyuluhan dan de51m1nas1

. ‘produk ~hukum  Daerah - maupun peraturan

‘pcrundang-undangan lalnnya dan ’ '_

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap
dokumentasi dan informasi produk hukum Daerah.

o ‘ Baglan 2
Asxsten Pcrekonomxan dan Pembangunan

Paragraf 1
Umum

o - Pasal31 S

(1) Asisten Perckonomian  dan Pembangunan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢
merupakan unsur pembantu Sekretaris Daerah..

(2 Asisten Perekonomlan dan Pembangunan d1p1mp1n
‘oleh Asisten, yang berada dlbawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 32

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan



" kebgakan Daerah dan pengoordmaman penyusunan:!:_ SR

- . kebljakan Daerah d1 b1dang perekonorman dan sumber.

_Jvdaya alam,» admlnlstra31 pembangunan,‘ pengadaan C

o barang dan Jasa

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebaga1mana dlmaksud\f B

dalam Pasal 32 As1sten Perekonomlan ~ dan o

- Pembangunan mempunya1 fung31

L va.vfpengoordmaswn penyusunan kebuakan Daerah d1;

,b1dang perekonorman dan sumber daya alam,

v_ﬁ*admmlstram pembangunan pengadaan barang/ Jasa, RN

= b pengoordmas1an pelaksanaan tugas Perangkat |
f-_’”‘Daerah “di- b1dang perekonomlan dan sumber daya:fiﬁx,.wn_’ N

alam, admlnlstra31 pembangunan, pengadaan barang_ o

dan _]asa

e :penyusunan kebl}akan Daerah d1 bldang pengadaan“,’. Do

. ,vfbarang dan j Jasa,

- fj-l'v_d.:“pemantauan dan évaluas1 pelaksanaan kebljakan 1 A

'FA.fv»"ViDaerah di b1dang pengadaan barang dan jasa;

i }éfb,Pemantauan dan evalua31 pelaksanaan kebljakan:f PR

e '}Daerah terkalt pencapalan tuJuan kcbljakan, dampak.‘ - B

‘y g t1dak dungmkan, . dan- faktor yang' I

mempengarum pencapman tuJuan keb1_1akan di -

»',b1dang perekonomlan dan sumber daya alam dan".,_’f@

- administrasi pembangunan, dan S

-“':"'V."A‘_i‘f.v}'pelaksanaan fungs1 lam yang dlbenkan oleh"f;‘vvt';

B sekretans Daerah d1 b1dang perekonomlan dan". fL

o Sumber daya alam, admlnlstra31 pembangunan dam

- pengadaan barang dan Jasa yang berkaltan dengan "   ': S

tugasnya o ;e SR

o e Pasal34 BN
o (1) A31sten Perekonomlan dan Pcmbangunan sebagannana
- ,j“j'dlmaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1), terd1r1 dar1 : '

a. Baglan Perekonomlan dan Sumber Daya Alarn, .

R b Baglan Admlmstrasu Pemb«’:lng'lman dan

e c Baglan Pengadaan Barang dan Jasa



(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
~oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan
‘bertanggung _]awab kepada A81sten Perekonomlan dan

Pembangunan .

, Paragré\f 2
Kepala Bagian Perckonomian dan Sumber Daya Alam

‘ Pasal 35

(1) Baglan Perekonomlan dan Sumber Daya Alam
sebagaumana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf
a merupakan unsur pembantu Asisten.

(2) Bagian Perekonbmian dan Sumber Daya Alam
~dipimpin oleh Kepala Bagian = Perekonomian - dan’
Sumber Daya Alam, berada di bawah dan bertanggung
jawab  kepada  Asisten Perekonomian  dan
Pembangunan. | '

Pasal 36 , ..

Kepala Baglan Pcrckonomlan dan Sumber Daya Alam
mempunyai tugas ; melaksanakan pengoordmas1an
perumusan kebijakaﬁ Daerah, pengoordinasian
- pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauar‘i dan
evaluasi pelaksanaan kebijjakan Daerah di bidang
pembinaan BUMD - dan BLUD,' pcrekonomian, ‘dan
 sumber daya alam.

v | Pasal 37 N
Dalam melaksanakan tugas scbagalmana dlmaksud
dalam Pasal 36 Kepala Bagian Perekonomlan dan
Sumber Daya Alam mempunyeu fung31
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan

}» kebijakan Daerah di bidang pcmbmaan BUMD dan
BLUD, perekonorman, dan sumber daya alam;
b. penyiapan bahan pengoordmasxan ' pclaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD
dan BLUD, perekonomian, dan }sumber daya alam;



C. penyiapan = bahan | 'pemantauan dan e\?aluasi
pelaksanaan kebljakan Daerah terkait pencapman
tujuan kebljakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,

* perekonomian, dan sumber daya alam;} dan _

- d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonom1an dan Pembangunan - yang berkaitan

dengan tugasnya | I

. ~ Pasal 38 ‘
(1) Baglan Perekonom1an dan Sumber Daya Alam.
‘ sebagalmana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri

dari : | S

a. Sub Baglan Pembmaan BUMD dan BLUD

 b. Sub Baglan Perekonomlan, dan
. c. Sub Bagian Sumber Daya Alam. v

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
| dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang Berada di
~ bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

| Pasal 39 |
Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas
a. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebgakan
teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah; '
b. menyiapkan bahan pembmaan pcngelolaan Badan
‘Usaha Mlllk Daerah dan Badan Layanan Umum
’ Daerah | v v
c. melakukan anahsa perkembangan dan pencapaian
‘kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan dan Badan
- Layanan Umum Daerah dan ,
d. mclakukan momtormg dan cvaluasx Badan Usaha_.
| Mlllk Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. |



. Pasal 40

| Kepala Sub Baglan Perekonomlan sebagai'rnzana’ K

d1maksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyal

tugas

: a menyusun bahan dah 'v"daté ~ serta ar;alisa S

) ’pengembangan . panw1sata kopera81, .’UM}KM?" L

| JVpermdustnan dan perdagangan,

‘.H_v'-menyusun bahan perumusan kebgakan'_._" BN

" ‘ej."pengembangan par1w1sata kopera31, ) UMKM BRI

o penndustnan, dan perdagangan, AETRR '

melaksanakan koord1nas1 dengan 1nstan31 terka.lt

'_'v':,_terhadap pelaksanaan keg1atan pengembangan"

: vv:par1w1sata koperas1 UMKM penndustnan dan_f‘

. perdagangan, “ . e

: .“:-/menyusun bahan penyusunan : petunjuk_. o

,_ '”»’pelaksanaan dan pedoman umum pengembangan - R

panmsata k0pera31, UMKM permdustnan dan

S Vperdagangan

e melaksanakan pemantauan, evaluaSI dan pelaporan{ .

,_fpengembangan | panwmata, ~ koperasi, - UMKM

‘penndustnan, dan perdagangan dan TP

memfasﬂltas1 da.n & pc:mbmaan d1 b1dang_'_"’b IR

| pengombangan parivisata, koperasi, UMKM,

pcrmdustnan, dan perdagangan |

Pasal 4 1

Kepala Sub Baglan Sumber Daya Alam sebagalmana"‘ o

dlmaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyal fo

tugas

a menyusun bahan dan data serta anahsa d1 bldang B

o ) pertaman, perkebunan ketahanan pangan e

peternakan penkanan, energ1 sumber daya mlneral"v R

- N dan lmgkungan h1dup, .

."‘menyusun bahan peruinusan kebuakan d1 bldang |
‘;”'pertaman perkebunan, ketahanan . pangan,

peternakan, penkanan | sumber_daya alam dan

. ‘lmgkungan hldup, PR e



vcv;",melaksanakan koordma31 dengan mstan31 terkalt,;*_ e

- terhadap pelaksanaan keglatan pertaman

perkebunan,. ketahanan pangan, peternakan, |

| ’perlkanan, . sumber daya alam dan llngkungan:;;‘»}: "

:v‘_»‘-._v.hldup, [ o
S d. :menyusun | bahan penyusunan : petunjuk "

. Pelaksanaan dan pedoman ‘ umum keglatan‘ S

. .,,}'pertaman perkebunan B ketahanan pangan,:: Lo

;,peternakan, perlkanan, sumber daya alam dan -

‘f.hngkungan hldup, S - f e - : S
""~V:3'e.-;:melaksanakan pemantauan dan evaluaSI se'rta_tf |

- pelaporan ' d1 b1dang pertanlan, perkebunan o

Es ketahanan pangan, peternakan, penkanan, sumber

. daya alam dan 11ngkungan hldUP,

f ':'memfasﬂltam dan pemblnaan d1 b1dang pertaman,

L v;perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan, ;

If;penkanan dan Imgkungan hldup, dan

g. jf_memfasﬂltam keglatan d1 , bldang pertaman B

perkebunan, dan ketahanan pangan petemakan

L '_“v pel‘lkanan’ dan hngkungan hldup

Paragraf 3

Kepala Baglan Admmlstram Pembangunan

Pasal 42

' (1) Baglan Admlnlstra31 Pembangunan : sebagalrnana S

dlrnaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan R

unsur pcmbantu A31sten i

(2) Bag1an Adm1mstra81 Pembangunan d1p1mp1n 01 eh‘;v s

Kepala Baglan Adm1n1stra31 Pernbangunan, berada d1v' o

bawah dan bertanggung Jawab kepada A81sten:f‘,f R

. Perekonomlan dan Pembangunan

Pasal 43

Kepala Baglan Admmlstras1 Pembangunan mempunyay o

- tugas melaksanakan peny1apan pengoordlnaSIan o

- fperumusan kebljakan Daerah pengoordmasmn |



‘:v__;- pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan'

evaluas1 pelaksanaan kebljakan Daerah di- bldangz‘ LT

penyusunan program, pengendahan program dan L

S : evalua31 dan pelaporan

Pasal 44

v‘;‘Dalam melaksanakan tugaS sebagalmana dlmaksud |

L ,:;}»Lj dalam Pasal Kepala Bag1an V- AdmlnlS@aSI

K Pembangunan mempunya1 fung51

. :.a penylapan bahan pengoordmaman perurnusanv”;:- o

kebrjakan Daerah d1 bldang penyusunan programv o

pengendahan program dan evaluasi dan pelaporan, R

,A",bb penylapan bahan pengoordlnasmn pelaksanaan tugasf o _’ R

Perangkat Daerah d1b1dang penyusunan program P

pengendahan Pr Ogram dan evaluas1 dan Pelaporan, S

B c penylapan bahan pemantauan | dan evaluasl]_v‘,‘-ﬁ e

o »’pelaksanaan kebljakan Daerah terka1t pencapmanf,’i L

. tuJuan kebl_]akan délmp%lk yang tldak dlmglnkan’ dan

R j,»»:'_.T faktor yang mempengaruh1 pencapalan . tuJuan o

"',.kebl_]akan d bldang penyusunan program,_:-f"f“ '

:};gpengendahan program dan evalua31 dan pelaporan ; o

B dan

d Pelaksanaan fungs1 lam yang dlberlkan oleh Asxsten_:.zl,:’if’ ::J_, B

Perekonomlan dan Pcmbangunan yang berkmtan":‘:: Lo

dengan tugasnya e T

v‘ v Pasal 45 TP v o
(l) Baglan Adm1n1stra31 Pembanguna.n sebagalmana
c dlmaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdln dan
a. Sub Baglan Penyusunan Program, s

L b Sub Bag1an Pengendahan Program, dan

R c Sub BagIan Evaluasr dan Pelaporan

(2) Sub Baglan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), '
-' dlplmpm oleh Kepala Sub Bagxan yang berada d1 L

' bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Baglan



Pasal 46

Kepala Sub Bagxan Penyusunan Program sebagaumana B
dlmaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyal S

tugas

- a mcnyusun dan mempers1apkan rencana kegratan :

B penyusunan program pembangunan Daerah
: b menyusun bahan kebljakan ~ dalam rangkagﬂ.:
o mempefSIaPkan program pembangunan Daerah

_ 'fo."menyusun pedoman, petunJuk tekms dan pctunjuk - |
pelaksanaan penyusunan program pembangunan',} o

, _'v‘."Daerah Lol , ‘ |
i d melaksanakan koordmas1 dengan pemenntah pusat N
| ‘provmsr dan kabupaten kota lam serta pihak swasta'

o dalam rangka penyusunan s1nerg1tas program»

S I pembangunan Daerah

e melaksanakan 5051a11sa31 dan koord1na31 dalarn e
§ v'i*_f: rangka penyusunan program pembangunan Daerah; ‘
f melaksanakan penyusunan program pembangunanf -

| dalam rangka mengembangkan akses pembangunan RS

- ‘} Daerah

g ﬁmelaksanakan koordlna81 dan fa3111tas1 penyusunan o

o program pembangunan dalam rangka mengurangr '

'» o res1ko dan kerug1an plhak lain dalam: rangka |
o kelancaran program pembangunan Daerah o

' h 'menylapkan bahan penyusunan perencanaanb.} s

_'Sekretanat Daerah yang . mehputl penyusunan:_ e
- o rencana strategls (Renstra], rencana kmexja (Ren_]a): R

A tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan o

1 ‘melakukan momtormg, evalua31 dan pelaporan ;

: program pembangunan Daerah

Pasal 47

- f Kepala Sub Baglan » Evaluas1 dan Pelaporanl, B

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 45 a}’at (1) huruf b |

o mempunyau tugas

L a. menyusun rencana momtormg dan ' pelaporan L

program pembangunan Daerah

. "b melaksanakan monxtormg ’dva’n pelaporan |

pelaksanaan program pembangunan Daerah



- c menyusun pedoman, petunJuk tekms dan petunJuk .

- pelaksanaan momtormg dan evalua31 Pelaksgmaan‘_ R

',‘v:"program pembangunan Daerah

| d. melaksanakan koordlnasa dan fas111ta81 dalam rangka‘ N

pelaksanaan momtormg dan evalua31 program. :

o pembangunan Daerah

o jv'e.’mencatat meny'usun rekomendas1 danv ST

AR 'rh'en'indakllanjutl hasxl temuan momtormg dan R

! ev aluaSI program pembangunan Daerah

| f mengolah dan menyajlkan data ‘hasil evalua81 P

" pelaksanaan program pembangunan Daerah dan

g menYusun hasﬂ evaluasi - dan pelaporan sebagal_ BEIEIAP

bahan perumusan keb1jakan program pembangunan "
tiijaerah A ' I
Pasal 48

:’ 'Kepala Sub Baglan Pengendahan Program sebagmmana ‘-

| ,d1maksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyau: o

R tugas

- a. menyusun rencana keglatan pengendahan program»-v ST

) ,pembangunan,

“3 b.'menyusun bahan s kebljakan o pengendahan."_f

pembangunan yang dlselenggarakan oleh pemenntah"' ‘.

‘e -T.gmaupun swasta agar pembangunan sesual dengan‘v

o : program pembangunan Daerah

o _"C'."rnenyusun pedoman, petunjuk tekms dan petun_]uk | R

pengendahan program pembangunan Daerah

| | pelaksanaan pembangunan dalam_ rangka}*’-fi‘

g d"-:;melaksanakan koordma81 dengan berbagal plhak}”':,.v S

C "dalam ' rangka mengurangl tmgkat re31ko dan e

A o keruglan aklbat pelaksanaan program pc:mbangunan o -

o ba1k oleh pemenntah maupun swasta,

e mengendahkan s1nerg1tas program pembangunan L

baik oleh Iembaga pemenntah maupun swasta, dan

rangka ', pengendahan" pelaksanaan , progra_m

| pembangunan IR SO

f. 'melaksanakan Pemblnaan dan fa8111ta81 dalam;_]i‘ R



‘ Paragraf 4 ‘ )
Kepala Baglan Pengadaan Barang dan Jasa

| ‘Pasal 49
(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana v
dxmaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf ¢ merupakan

unsur pembantu A31sten

.4(2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, berada di
bawah dan. bertanggung jawab kepada Asxsten}

- Perekonomian dan Pembangunan

o Pasal 50

- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai
~ tugas }melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
_ Daerah, pehgodrdinésian perumusah. kebijakan Daerah, .‘
- pengoordinasiari pélaksénéén tugas Perangkat Daerah, -
pelakéahaah pemantauan dan evaluasi di bidang
- pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembmaan dan

advokasi pengadaan barang dan j Jasa

_ Pasal 51

. Dalam ‘melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud
 dalam Pasal 50, Kepala Baglan Pengadaan Barang dan
Jasa mempunyai fungsi : R

~ a. penyiapan bahan perumusan kebljakan Daerah d1
k bldang pengelolaan pengadaan barang dan Jasa,
'pengelolaan layanan pengadaan secara elektromk
Epembmaan ‘dan advokasi pengadaan barang dan
jasa; | |

b penyxapan bahan  pengoordinasian  perumusan
 kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadéén
‘barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
~secara elektronik, pembinaan dan | advokasi

pengadaan barang dan jasa;




C.

e

penyiapan' bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang penge'lolaale_' |
pc'ngada_an} bafang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan ‘dan
advokasi pengadaan barang dan jasa; | |
p'enyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaanv
pengadaan barang da.n Jasa, pengelolaan Iayanan .
pengadaan . secara elektromk pemblnaan dan'
advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

pelaksanaan fung31 lain yang diberikan oleh A31sten'
Perekonomlan dan Pembangunan yang berkaltan

dengan tugasnya »

Pasal 52

(1) Baglan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaumana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa; ,
b. Sub ‘Bagian ' Pengelolaan Layanan Pengadaan " |
 Secara Elektronik.; dan |
c. Sub Baglan Pembmaan dan Advokam Pengadaan

;Barang dan Jasa. -

(2) Sub Bagian sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1),

d1p1mp1n oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di
bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 53

v Kepala Sub Baglan Pengelolaan Barang dan Jasa'

sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a'
- mempunyai tugas : '

T al

melaksanakan 1nventansa31, paket pengadaan}}
barang/jasa; '

b. melaksanakan riset dan anahsls pasar barang/ jasa;

melaksanakan penyusunan . strateg1 pengadaanm
barang/j asa; v :
melaksanakan penylapan dan pengelolaan dokumen'
pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan
1nforma31 yang d1butuhkan,



e. melaksanakan {pemilihan penyedia barang/jasa; " ‘
f. melaksanakan’ penyusunan dan pengelolaan katalog
elektronik lokal /sektoral;
| g membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak
: pengadaan barang/jasa pemerintah; dan _
h. memantau  dan mengevalua31 pelaksanaan
-‘pengadaan barang/Jasa pemermtah D

,, Pasal 54 S

Kepala Sub Bag1an Pengelolaan Layanan Pengadaan'

Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam

" Pasal 52 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem 1nforma31

pengadaan barang/ jasa (termasuk akun pengguna

- sistem pengadaan -secara elektromk) “dan
1nfrastrukturnya . |

b. 'melaksanakan pelayanan pengadaan barang/ Jasa
: pemerlntah secara elektronik;

é. ‘memfas;htam pelaksanaan registrasi dan verifikasi
‘pengguna seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa; | ) v -

d. mengldentlfika31 kebutuhan pengembangan s1stem
informasi; | |

e melaksanakan pengernbangan sxstem 1nforma51 ya.ng

: ;v-"dlbutuhkan oleh UKPBJ B | '

f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan

- barang/j jasa pemenntah kepada masyarakat luas

g. mengelola 1nforma31 kontrak dan

h. mengelola mformaSI manajemen barang/jasa hasil
"‘}pengadaan | | |

. Pasal S5 ,
-Kepala Sub Baglan Pemblnaan dan Advoka31 Pengadaan
. Barang dan Jasa sebagalmana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (1) huruf ¢ mempunyal tugas : o
a. melaksanakan pembmaan bagi para pelaku
. pengadaan baxfang/ jasa pemerintah, terutama para
.:'j’Pengelo‘Ia Pengadaan ‘Barang/Jasa dan personel
UKPBJ; |



PN b melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan:i |

' 'pengadaan barang/Jasa, :.__f L

e v’melaksanakan pembmaan hubungan dengan para -

.fpemangku kepentmgan,

T d _,melaksanakan pengelolaan dan Pengukuran tlngkat“,vpf:;:’”?‘

. . ;_kematangan UKPBJ ; .
e melaksanakan ana1131s beban ker_]a UKPBJ
f. melaksanakan pengelolaan persoml UKPBJ

g melaksanakan pengembangan 51stem | msenuff"f»} R

o personel UKPBJ

h memfa3111ta81 1mplementasz standansa31 layananﬂv: o

= }pengadaan secara elektromk

. 1 melaksanakan pengelolaan dan penngkuran klner;]a' S

s pengadaan barang/Jasa pemenntah

) kabupaten/ kota dan desa

B o Sistem Pengadaan Secara Elektromk (SPSE), e-

. (SIKaP), dan -

: f,j,».‘.,melaksanakan blmbmgan tekms pendaumgan, L
. : dan/ atau konsulta31 proscs pengadaan barang/Jasaf' -
o pemenntah d1 hngkungan pemenntah prov1n31’ SRl

k.‘:,:melaksanakan blmbmgan teknls PCndaumgan i
- dan/ atau konsulta31 penggunaan seluruh sistem i
o informasi pengadaan barang/Jasa pemermtah antara-"-v,‘;"f»’»“ O
_’ "lam S1stem Informa31 ‘Rencana Umum (SIRUP), RN

B bkatalog, e- monev Slstem InformaSI K1nelja Penyedla%., IR

I 'melaksanakan layanan | penyelesaxan _‘ 'Seﬁgketa

Ry kontrak mela1u1 med1a31

‘ Baglan 3 _
A51sten Admlnlstra81 Umum L
Paragraf 1

Pasal 56

dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf d merupakan unsur
pcmbantu Sekrctarls Daerah ’

(1) A51sten Adm1n1stra81 Umum sebagmmana dlmaksud -



(2) As1sten Adrmmstrasx Umum d1p1mp1n oleh ASIStCn, 5 3

yang berada d1bawah dan bertanggung Jawab kepada)
Sekretarls Daerah ’ :

Pasal 57

.,Asisten Adm1mstra31 Umum 'mempunya1 tugaS'vv-“ :

_° membantu Sekretans Daerah dalamv ‘pelaksanaan

""',’kebl_]akan, penyusunan kebgakan- Daerah d

N ;pengoordmasmn penyusunan kebljakan Daerah d1 b1dang f N 5:’.‘

; umum, orgamsasx, protokol dan komumka31 plmpman

Pasal 58

= 5 Dalam melaksanakan tugas sebagalrnana dlmaksudi "

o :‘»dalam Pasal 57 AS1sten Adrmmstram Umum mempunyal, o

. ,a.‘ ’pelaksanaan kebl_]akan d1 bldang umurn, protokol
~dan komumkam plmplnan e
b. penyusunan kebljakan Daerah d1 b1dang orgamsam, B
. pengawasan keuangan, komun1kas1 dan 1nformat1ka, o

i . C. é:pengoordmasmn ’ pelaksanaan tugas Perangkat o

o Daerah di b1dang orgamsasx, pcngawasan, keuangan o
o komumkam dan 1nformat1ka, LT o

- d. peny1apan pclaksanaan pernantauan dan evalua31 di

- i'v-_”:bldang umum, orgamsa31 protokol dan komunlkas;fi- B

e. pernantauan dan evaluaSI pelaksanaan kebgakan'_.v o
o » }Daerah di bldang orgamsam, v ‘ e

I f. v'penylapan pelaksanaan pemblnaan adm1mstras1 dan o

o ASN pada 1nstan31 Daerah dan

g ”,pelaksaaan fungs1 lain yang dlberlkan oleh Sekretans e

RS Daerah d1b1dang umum organlsas1, Pr°t°k°1 dan

komun1kas1 p1mp1nan yang berkmtan dengan“”}

’ tugasnya
v , Pasal 59 .
(1) Amsten Admlnlstra81 Umum sebaga.lmana dlmaksud
- dalam Pasal 56 ayat (1), terd1r1 darl R
a. Bag1an Umum R

b Baglan Orgamsa& dan o S
{ c. Baglan Protokol dan Komumkasu Punplnan



I —————E

(2) Baglan sebagalmana dxmaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan
bertanggung Jawab kepada Asisten Administrasi
Umum S

Paragraf 2
Kepala Bagian’ Umum

Pasal 60
(1) Baglan Umum sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 59
ayat (1) huruf a merupakan unsur pembantu Asisten.
(2) Bagian Umum dlplmpln oleh Kepala Bagian Umum,
berada di bawah dan bertanggung _]awab kepada
Administrasi Umum.

. Pasal 61
Kepala Bag1an Umum mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan kebljakan dan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan

- kepegawaian,  keuangan, rumah = tangga dan
' perlengkapan. ' D | |

Pasal 62

o Dalam ‘melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud

dalam Pasal 61 Kepala Baglan Umum mempunyalb

fungsi:

a. penyiapan bahan ‘pelaksanaan kebl_]akan di bidang -

tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; |

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan,' rumah tangga dan
perlengkapan; dan

“c. pelaksaaan fungsi lain yang dlberlkan oleh Asisten

~ Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 63

(1) Baglan Umum scbagmmana dlmaksud dalam Pasal 60

ayat (1) terdm dari : : ‘

a. Sub Baglan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahh dan
‘Kepegawaian; |

b. Sub Bagian Keuangan; dan |

c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.



-.(2) Sub Bagian sebégaimana' dimaksud pada ‘éyat (1),
| d1p1mp1n oleh Kepala Sub Baglan yang berada dx
bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepa.la Bagxan

) Pasal 64 _
Kepala Sub Bagxan Tata Usaha mepman, Staf Ahli dan
B Kepegawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 :
"~ ayat (1) huruf a mempunya1 tugas
f  a. melaksanakan pengelolaan admlnlstra81 perkantoran -
yang mehputl ‘kegiatan tata  usaha umum,
~ persuratan, kepegawauan Sekretariat Daerah dan _}
~ Staf Ahh, serta rapat-rapat dlnas, T v
b. melaksanakan pemantauan dan evalua81 d1 bidang
| pengelolaan administrasi vperkantoran yang meliputi - !
kegiatan tata usaha umum, persuratan, képegawaian o
Sckretariat Daerah, dan Staf Ahli; |

c. melaksanakan pcngelolaan kearsipa_n;‘dan_ |

d. 'Melaksanakan‘pengelolaaﬁ telekomunikasi.

, Pasal 65 . -
Kepala Sub Baglan Keuangan sebaga_lmana dlmaksud
dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b mempunyau tugas :

‘a. mcr¢n‘¢anakan_ kégiataiq pengeloiaan. anggaran,
| keuangan dan ‘pertan’gguhgj‘awaban ahggaran di
hngkungan Sekretariat Daerah;

b. mcnyusun dan melaksanakan kebgakan anggaran, L

'perbendaharaan dan pertanggung]awaban di
N hngkungan Sekretanat Daerah
o melaksanakan‘ teknis pengelolaan admlmst_rasf
| keuangén perbendaharaan, anggaran dan
o pertanggung]awaban ,dilingkungan Sekretariat
" Daerah; B = - I
"~ d. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di
. lmgkungan Sekretanat Daerah;



e. melaksanakan pengelolaan | perbendaharaan,:.”: o

o vanggaran dan pertanggung]awaban

f. melaksanakan pembmaan dan faéilitaSi

SR -;perbendaharaan, anggaran dan Pertanggung] aWaban R

L .',;_"'_i-bdl hngkungan Sekretarlat Daerah T
g ‘menyusun bahan | Laporan Kmerja V::Ivn‘stan‘si
Pemermtah (LKJIP) Sekretarlat Daerah e "

e h melaksanakan S1stem pengendahan i,nt'vérn‘?;: ;

" Pemermtah dan DI

’ perbendaharaan, anggaran dan pertanggung]awaban
d1 lmgkungan Sekretanat Daerah ) ’

Pasal 66

o i:.-:,:melakukan evalua81 _ dan pelaporan , fung31 5_.:':1‘.:_

- . Kepala Sub Baglan Rumah Tangga dan Perlengkapang S

o mempunya1 tugas

. ,{':Sebagalmana dunaksud dalam Pasal 63 ayat (1] huru ¢ c S

o f’a melaksanakan urusan rumah tangga Bupau dan

% ’»,‘vWakll Bupatl serta Sekretanat Daerah

' :l’-ffg -Daerah Tamu Pemcrmtah Daerah dan rapat-rapat

B kantor d1 hngkup Sekretarlat Daerah

b 'melaksanakan penyedlaan akomodasl, ‘ Jamuan, L

: 'makanan dan mlnuman untuk keglatan Pemermtah -,[[ o

B c melaksanakan kebgakan pcngamanan, pcmehharaan | L

L sarana dan prasarana serta menjaga keber31han U

d. vrnelaksanakan kebljakan pengadaan perlengkapan . o

T Bupatl dan Wakﬂ Bupat1 serta Sekretanat Daerah

e melaksanakan kebljakan pengelolaan, penggunaan,:."_""“j,‘j“:'."li’  .

}vv."ﬂ”_}pengendahan dan pemehharaan kendaraan dmas ‘{:
;.v'}'»‘?"Bupatl dan Wak11 serta Sekretarlat Daerah serta   -

" ";kendaraan d1nas operas1onal dan sewa kendaraan

R melaksanakan pemehharaan sarana dan prasarana,y:_."jj L

men_laga keber31han dan pemellharaan Rumah Dmas R :‘ v
U ,_:'-Bupatl dan Wakﬂ serta Rumah Dmas Sekretanat R




g melaksanakan penylapan Sarana d an prasarana
- untuk mendukung keglatan Bupatl dan Wakll Bupau s -

o vserta Sekretarlat Daerah

3 Paragraf 3
Kepala Baglan 0rgan1sas1
i . Pasal 67

(1) Baglan Orgamsam sebagalmana dlmaksud dalam“‘_; o

Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu"ﬁ_ S

A31sten

(2) Baglan Organ1sa81 d1p1mp1n oleh Kepala Baglan?:_‘
v organlsa51, berada d1 bawah dan bertanggung Jawab-,‘,_- :

kepada As:sten Adm1n1stra81 Umum

Pasal 68

| - Kepala o Baglan : OrganlsaSI _‘ mempunya_l : tugas o

o v}"‘melaksanakan peny1apan perumusan kebljakan Daer ah :
' '} pengoordmaman perumusan kebgakan ' Daer ah o
.,'pengoordmasmn pelaksanaan tugas Perangkat Daerah , o

| v-:pemantauan dan evalua51 pelaksanaan kebuakan Daerah"‘:}. h

. B di bldang kelembagaan dan anahsm jabatan pel aYanan R

- ‘v'.A.:pubhk dan tata laksana dan kmerja dan reformasx

i f.b1rokra31 ’

Pasal 69 SRR,

o ADalam melaksanakan tugas sebagaumana dlmaksud
| s:dalam Pasal 68 Kepala Bag1an Orgamsam mempunyau R
- a “’penylapan bahan perumusan kebljakan Daerah dl» St
B vi"."vbldang kelembagaan dan anahsls Jabatan, pelayanan."' S

pubhk dan tata laksana serta klnerja dan reformam:_f‘f”f EER

/”"V::_.vvb.,peny1apan bahan pengoordmasmn perumusanv SRR

- kebgakan Daerah d1 v b1dar1g kelembagaan ‘dan

'f anahsm _]abatan pelayanan pubhk dan tata laksana

serta klnerja dan reforma31 b1rokra51,



c. pénj'ziapah" bahan pengoordinasian  pelaksanaan
tugas Perangkaf Daerah di bidang Kelembagaan dan
Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana
serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; v |

- d. ﬁenyiapén bahan pemaritauan' "da‘n‘  evaluasi

| pelaksanaan ‘kebijakan ‘Daerah  di bidang

kelembagaan dan analiéis jabatan, pelayanén publik
dan tata laksana serta kmexja dan reformasx
birokrasi; dan |

e pelaksaaan fungs1 lam yang dxbenkan oleh Asisten

Adrmmstram Umum yang berkaitan dengan

tugasnya.

‘ _ Pasal 70

" (1) Baglan Orgamsa81 sebagalrnana dlmaksud daJam Pasal
67 ayat (1) terdiri dari :
a. Sub Bagian Kelernbagaan dan Anahsls Jabatan
b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksa_na. ;
c. Sub Baigian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

(2) Sub Bagién sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Sub B'agian, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepadé Kepala Bagian.

Pasal 71

- Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a

mempunyal tugas : v

a. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi
dan Tata Kexja (SOTK); -

b. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan
fungsi Jabatan organisasi Perangkat Daerah; . ,

c. menyusun bahan evaiuasi kelembagaan Perangkat
Daerah dan unit pelaksana teknis Daerah;

 d. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);



e. menyusun dan mexifésilitasi penyusunan analisis
jabatan, anali»sisi beban kerja, dan evaluasi' jabatah°

f. menyusun kajian akademik terhadap usulan
penataan organisasi Perangkat Daerah dan

- g menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah.

o Pasal 72 - o
Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
sebagmmana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b
mempunyaJ tugas : A
a. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian
~ dinas, jam kerja, metode kexja, prosedur ker]a, dan
pola hubungan ker_]a o ‘ , o
b. menylapkan bahan pembinaan serta blmbmgan
~ teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan
| pubhk bag1 unit kerja/orgamsam Perangkat Daerah d1
- llngkungan Pemerintah Daerah; ,
c. melaksanakan sosialisasi dan fas111tas1 penyusunan
Standar Pelayanan Pubhk
d. menghimpun dan memfasilitasi penyusunan Proses
Bisnis dan Standar Operaéidnél Prosedur (SOP) yang
disusun oleh masing-masing Pefangkat Daerah;
e. menyiapkan bahan monitc;ring dan  evaluasi
~ pelayanan publik; dan R |
f. melaksanakan koord1nas1 dan fasilitasi inovasi

~ pelayanan publik.

: Pasal‘73 |

Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi B1rokras1 :
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf ¢
mempunyat tugas
a. menyusun bahan kebljakan teknis Pemngkatan
- Kinerja dan Reformasi B1rokras1, ’
" b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansivv

Pemerintah (LKjIP) Kabupaten; ‘ v ' "
'¢. menyusun road map reformasi birokrasi;



d melakukan fas111tas1 | pelaksanaan . Sistem - N
Akuntablhtas Kmer_]a Instans1 Pemenntah (SAKIP),TF*_»_ o

e melaksanakan monltonng dan evalua31 pelaksanaan} D

kebuakan Pemngkatan v Klncga ’ dan Reformasxfiv S

B1rokras1

AT Paragra.f4 : o ,
Kepala Baglan Protokol dan Komun1kas1 leplnan

Pasal 74

(1) Baglan protokol d Komun1kas1 5 leplnanﬂ_f‘f"'f’_:"-' L

'_ sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf

. c merupakan unsur pembantu Asusten

(2) Baglan Protokol dan Komun1ka31 Pnnpman dlplmpln_- R

“oleh Kepala : Baglan Protokol dan Komunlkas;j SRR

leplnan berada d1 bawah dan bertanggung Jawabf'_f

kepada A31sten Adm1n1stra31 Urnurn

Pasal 75

»'b'v".’.,Kepala Baglan Protokol dan Komumkam lepman .

o pelaksanaan kebuakan,» 13 engoor dlna51an pelaksanaan g

. tugas Pcrangkat Daerah pemantauan dan evalua31 R

| pelaksanaan kebljakan Daerah d1 bldang protokol X

B o komumka81 plmpman, dan dokumenta31

Pasal 76

’Dalam melaksanakan tugas sebagaxmana dlmaksud : o

- dalam Pasal 7 5, Kepala Baglan Protokol dan Komun1kas1 SRR

: leplnan mempunya1 fung51

a PenYIapan bahan pelaksanaan kebl_]akan d1 bldang- T

protokol komumka& pimpinan, dan dokumenta31, R

b penylapan bahan pcngoordmasmn pelaksanaan tugas ey

Perangkat Daerah di- bidang protokol komumkasi . PR

plmpman, dan dokumenta51

o ‘penyiapan bahan Pemantauan dan evaluasl.j“*-:’ o

pelaksanaan kebuakan Daerah terka1t protokol -
komumkam plmplnan dan dokumentas1 dan R



d pelaksaaan fung31 lam yang dlberlkan oleh A81sten SR,

AdmmIStraSl Umum - yang berkaJtan dengan

Pasa177 ‘ - ST
(1) Baglan Protokol dan Komumka31 lepman_

sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 74 ayat (1) terdm’ ;1-::

a Sub Baglan Protokol dan

b Sub Baglan ; Komumkasu 'da'n"_? 'vDok'ukm_gnt:asi S

P1rnp1nan ’

(2) Sub Baglan sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (1){ RGeS

d1p1mp1n oleh Kepala Sub Bag1an, yang berada d11"‘;:

bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Baglan L P

Pasal 78

e Kepala Sub Bagxan Protokol sebaga.tmana dxmaksud R

L ',"vdalam Pasal 77 ayat (1) huruf a mempunya1 tugas

o ‘f'a melaksanakan tata protokoler dalam rangka‘,‘ o

penyambutan tamu pcmerlntah Daerah

b. menylapkan bahan koord1na31 dan/ atau faS1htas1‘, -

keprotokolan, AR

B c. meny1apkan bahan 1nforma31 acara dan Jadwal.- S

- keglatan Bupat1 dan Wakxl Bupatl, i

d meng1nforma51kan Jadwal dan keglatan Pemenntah_f o

| _ ,:.,:»Daerah dan _ o - o
Lk melaksanakan koordmasx dan fasﬂxtasx kggiatan
Bupat1 dan Wak11 Bupat1 R TP S

Pasal 79

= lfaKepala Sub Baglan Komun1kas1 dan Dokumentasr{

i P1mp1nari sebagalmana dunaksud dalam Pasal 77 ayat N

o "fz(l) huruf b mempunyai tugas

a. men}alln hubungan dengan berbagal plhak terkaltt, i

| » pelaksanaan fungsi j Juru blcara p1mp1nan Daerah

b memben masukan kepada plmplnan Daerah tentang R i;‘ "

L penyampa1an 1nforma31 tertentu’ S

L c. ‘memberikan 1nforma31 dan penjelasan kepada plhak--f-.:'»:" A

o ,}plhak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau A

‘ _,’atas arahan p1mp1nan, o L o



. d menghlmpun dan mengolah mformas1 yang yangi . ~:. .,::'. ,
~ bersifat pentmg dan mendesak sesuai kebutuhan L

Bupat1 dan Wakil Bupau

e. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat U

1. -'-_menylapkan dan menggandakan bahan materl,v

S _Z}‘kebljakan T ST R
g menyusun naskah sambutan dan pldato Bupat1 dan o

- | Wakil Bupati;

e ‘h. 'bmendokumenta}sﬂ«:an keglatan Bupatl dan

EE R 'menyusun naskah sambutan dan pldato Buﬁatl dan"' o .

o Walkil Bupatl T
_ BagxanKehma e
Jabatan FungSIOnal L v

Pasal 80

Kelompok Jabatan Fungsmnal dltetapkan berdasarkan :. R

'peraturan perun dang-un dang a n

Pasal 8 1

(1) KeIompok Jabatan Fungsmnal terdm dan tenaga j o

fungsmna.l yang terbag1 dalam kelompok sesuau dengan, o

bldang keahhannya

: (2) Jumlah Jabatan F‘ungsmnal sebagaxmana dunaksud B
pada ayat (1), dltentukan berdasarkan kebutuhan dan . -

beban kexja

: (3) Jems dan _]enjang Jabatan Fungsmnal sebagalmanaﬁi;‘: o

dlmaksud pada ayat (2) dlatur sesua1 peraturan _:]-
perundang—undangan ~ L

Pasal 82

','Jabatan F‘ungsmnal melaksanakan tugas dan»

| ,bertanggung Jawab kepada Sekretans Daerah melalul,‘,; :
L Subbaglan dan atau” Kepala Bag1an sesuai jenis dan

. JenJang Jabatannya yang memlhkl keterkaltan dengan o )

SR pelaksanaan tugas J abatan Fungsmnal

BABIV I
TATA KERJA S e

Pasal 83



‘,Sékfetériat Daerah menyampa1kan laporan hasﬂ;v f S

- ‘ pelaksanaan urusan pemenntahan kepada Bupat1

e 'vv“'vPasa_184 | o
_(1) Sekretans Daerah membuat usulan ana1131s _]abatan,“f

peta Jabatan, analls1s beban kerja dan uralan tugas S

kepada Bupat1 o

' -_""'(2) Anal131s Jabatan peta Jabatan ana1131s beban kelja, o

) dan uralan tugas dltetapkan oleh Bupatl

S Pasal 85

’(1)‘[ Sekretans Daerah As1sten, Kepala Baglan dan Kepalai,v e

a Sub Baglan dalam melaksanakan tugas menerapkan
B 'prm51p koordmas1, mtegrasx, dan smkromsam

@ ‘Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Baglan dan Kepala R

. Sub Baglan melaksanakan tugas mencrapkan prinsip R

) perencanaan pengorgamsasxan - pemantauan, L

"evalua31 dan pelaporan _‘: S : C R
i }_(3) » Sekretarls Daerah Asxsten, Kepala Baglan dan Kepala

 Sub Baglan melaksanakan 31stem pengendahan‘:""“ |

| v’»'1ntcm pemermtah R

Pasal 86

f'_n.'(l) Sekretans Daerah bertanggung _]awab mermmpm,

v'mengoordmamkan ' dan | membenkan pengarahan'» S

| ‘terhadap pelaksanaan tugas bawahan v R
2 Sekretans Daerah - melaksakan pengawasan tugas o

bawahan , dan mengambﬂ langkah langkah yang e

dlperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan B

perundang~undangan

Pasal 87

Sekretans Daerah Wajlb menyampalkan laporan berkala 7 a

- ftepat pada Waktunya

Pasal 88

. Dalam melaksanakan tugas di wﬂayah Sekretans o

: Daerah melakukan koordmam dengan Camat



o ’_’masmg

: BAB V :
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 89

i:bvsekretarlat Daerah dalam : melaksan akan Urusan

o Pemermtahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat, R

. Daerah prov1nS1 bersxfat koord1nat1f dan fungswnal untuk‘;‘-,_‘ .

o mensmkronkan pelaksanaan tugas dan fungsx masmg_

BABVI
KETENTUAN PERALIHAN

asal 90

‘}pada saat Peraturan Bupatl 1n1 mulal berlaku maka B

o PeJabat ‘yang ada tetap mendudukl Jabatannya dan :.v .

. .,}melaksanakan tugasnya sampa,l dengan dltetapkannya‘- C

. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupau ini.

, BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9 1

o Pada saat Peraturan Bupatx 1n1 mu1a1 berlaku Peraturan | ": : e

B 'Bupatl Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Orgamsam ’I‘ugas Fungs1 dan Tata‘ff_j R

Y,Kexja Sekretarlat Daerah (Berlta Daerah Kabupaten}-;v}},vyv_}.”

S Karanganyar ’I‘ahun 2016 Nomor 92) sebagmmana telah'

dmbah dengan Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor 51

- Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupatl_ TR

) “ Karanganyar Nomor 92 Tahun 20 16 tcntang Kedudukan E
i _' Susunan Organ1sa31 Tugas, Fungs1 dan Tata Kelja::

- »v,v»Sekretarlat Daerah (Ber1ta Daerah Kabupaten‘ : :, v;‘ o

v__'v-Karanganyar Tahun 2017 Nomor 51) dlcabut dan .

dlnyatakan tldak berlaku



Pasal 92

o iPeraturan Bupatl ini mulau berlaku pada tanggal’; R
@{xdmndangkan | o o

o "__'-;iAgar setxap orang mcngetahmnya, | memenntahkan”

L 'Dxundangkan d1 Karangan}'ar

L pengundangan Peramran Bupau ini  dengan

| penempatannya dalam B‘?nta Daerah Kabupaten f
L Karanganyar - S R e

ek

T BUPATI KARANGANYAR
. ; ,ttd,:‘_ o

:-:._‘pada tanggal 10 Desember 2019 o
. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUTARNO R o R |
o ;e BERI’I‘A DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 92

Salman sesua1 dengan ashnya
SEKRETARIAT DAERAH

| NIP 1975’ 311 199903 1 009

pada tanggal 10 Desember 2019 R
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E o ‘SEKRETARIS DAERAH : i
| . ' ]
~ ASISTEN PEMERIN‘[‘AHAﬁ DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN v ) ) ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
1 ) | ] | 1 ) [ |
Bagian o Bagian = I ; o o . ; ‘ ’ o o Bagi
: : o : o - . - Baglan . . Bagian : Bagian - : agian
Pemerintahan | - Kesejahteraan Bagian Hukum Perekoiomian Admix%istrasi Penga%:an Bagian Umum o?g?,}gs. Protokol dan
Rakyat ‘ . .| danSumber | . « | Pembangunan | - ' Barangdan | - SR I N Komunikasi
: : ' Daya Alam 00 Jasa Pimpinan
Subbag. co Subbag, - Subbag, - . . . Subbag, . Subbag Tata - : Subbag ~
— Admil_aistrasi . | Bina Mental H  Perundang- | Pesrzggsagéﬁ | | Pei?tt::laxiem 15 Pengeloalfnn H U“S”;;;:l“:'::“f H Kelembagaan . Subbag
Pemerintahan § » Spiritual undangan BUMDdan | o Program » B"?mﬂ?::;ﬂgau : Kepegawalan o da‘? Ig:ahans C Protokol
BLUD . abatan
Subbag. ‘ Subbag. o Subbag. . Subbag. . Subbag. » Subbag. : | Subbag
ﬁdmimstras! » » Kesejahteraan o Bantuan . Subbag. . Peﬁ:;ﬁm ) . : Penl;elo.lsm Keuangin o Pelayanan - Komunikasi dan
bd  Kewllayahan . - Sosial - Hukum L] Perckonomian i Program u Layanan a o ™ Publik dan . . Dohk;t;;l::ﬂ
dan Kerja sama . S . _ gorrngadaan | - Tata Laksana o
Subbag. . . Subbag, - Subbag. | Sub! ‘ ' Sub SR Subbag. : " Subbag. '
Otonomi - Kesejahteraan Dokumentasi Summbaga,a M::a:;a g;m e %‘m N -Rumah - -] 4 s;bb;%}mm:daia
1 Dacrah e Masyarakat |... ... .... fdanInformasi ] 4  ~“Alam [ TS Pelaporan : = Fengndaum Barang -| Tangga dan- ‘ ml13imlr.‘:'asl
. ) . dan Jasa. Perlengkapan
BUPATI KARANGANYAR
ttd

* JULIYATMONO




